
95 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Bedasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri dalam menetapkan Putusan terkait dengan ANALISIS 

HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

TINDAK PIDANA CYBER CRIME (Putusan Nomor : 110/Pid. 

Sus/2018/PN Rkb Tentang Ujaran Kebencian dan Kejahatan di 

Medsos) maka dapat ditarik sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri dalam 

memutuskan perkara Nomor : 110/Pid. Sus/2018/PN Rkb 

Tentang Ujaran Kebencian dan Kejahatan di Medsos, Cyber 

crime adalah sebuah perbuatan yang tecela dan melanggar 

kepatutan di dalam kehidupan  mayarakat serta melanggar 

hukum,  sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan 

norma hukum yang secara khusus mengatur cyber crime. Oleh 

karena itu peran masyarakat dalam upaya menegakan hukum 

terhadap cyber crime adalah penting untuk menentukan sifat 
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dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu 

perbuatan cyber crime, perbuatan yang dilarang dalam UU 

ITE dijelaskan dalam Pasal 27 dan 30. Jadi terdakwa dikenai 

hukuman penjara paling lama 4 Tahun dan denda paling 

banyak 750 juta.  

2. Pandangan hukum pidana dan hukum Islam terhadap 

kejahatan dunia maya telah diatur dalam UU ITE Nomor 19 

Tahun 2016 yang tertuang dalam Pasal 27 dan 30. Dalam 

pasal-pasal ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya 

permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang 

didasarkan pada sara akibat informasi negatif yang bersifat 

provokatif. Untuk bisa memahami cyber crime dalam 

prespektif  pidana Islam, terlebih dahulu harus dikemukakan 

bahwa klasifikasi tindak pidana  di dalam Islam, jika dilihat 

dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu, hudud, 

qishash diyat, dan ta’zir. Dalam hukum Islam cyber crime 

termasuk kedalam hukuman jarimah ta’zir karena tidak 

ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan 

batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada 



 

 

97 

hakim (penguasa). Dengan demikian syar’i mendelegasikan 

kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman 

kepada pelaku jarimah ta’zir.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penulis 

menyarankan sebagai berikut: 

1. Sebagai masyarakat, walaupun kita tidak mengerti tentang 

sistem duina cyber, setidaknya kita harus mengerti apa saja 

yang termasuk kejahatan dan seberapa pentingnya dunia cyber 

crime, sehingga kita bisa terhindar dari kejahatan tersebut dan 

bisa lebih waspada terhadap teknologi informasi (internet) 

harus dijadikan sebuah kesempatan untuk 

mengimlementasikan nilai-nila pancasila . Ujaran kebencian 

membuat seseorang terjebak pada ritualisme tanpa tuhan, 

dalam artian, masyarakat kehilangan spiritualisme dalam 

menjalankan kehidupan beragama, dan sudah seharusnya kita 

bisa mengatasi egoisme pribadi dan kelompok. Disamping itu 

dalam menyampaikan aspirasi juga harus menggunakan 

bahasa-bahasa yang menyejukan persaudaraan bukan 
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sebaliknya berisi hujatan atau rasa kebencian dan ungkapan 

provokasi yang menimbulkan disentigasi. 

2. Selain dari aparat Negara juga peran yang sangat penting dari 

tokoh agama dan masyarakat sebagai komunikator dan 

pemimpin yang mempersatukan masyarakat, bukan sebaliknya 

justru memprovokasi masa. Masayarakt harus dituntut kritis 

dan cerdas dalam menyaring informasi yang tidak jelas 

sumbernya melalui media sosial selain itu juga masyarakat 

diminta tidak mudah terprovokasi oleh berita yang berisikan 

ujaran kebencian dan bersifat mengadu domba karena 

perbedaan agama, suku, ras dan politik. Menyampaikan 

aspirasi diruang publik tentu sangat penting tetapi harus sesuai 

kaidah, etika, atau sopan santun, serta ketentuan dasar 

kemanusiaan dan hukum atau peraturan yang berlaku.  


